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ABSTRAK 

 

Bank merupakan perantara bagi pihak yang membutuhkan dana melalui 

perjanjian kredit. Perjanjian tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian pinjam nama 

dalam pengajuan kredit bank yang diperuntukkan agar pihak bank dapat menyetujui 

permohonan calon debitur. Perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh debitur dengan 

pihak ketiga dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan yang berasaskan 

kekeluargaan. Masalah dalam proses kredit bank muncul ketika pihak kedua tidak 

dapat membayar cicilan dengan tepat waktu, dikarenakan pihak ketiga yang tidak 

bertanggung jawab atas kewajibannya sampai jatuh tempo bahkan sampai sita jaminan 

berupa rumah, sehingga pihak yang dirugikan adalah pihak debitur sebagai pihak 

kedua, karena namanya dimasukkan ke dalam catatan hitam oleh Bank. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dari 

adanya perjanjian pinjam nama dalam kredit perbankan dihubungkan dengan Pasal 

1873 KUH Perdata dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada peminjam 

nama dalam kredit perbankan.  

Berdasarkan Pasal 1873 Jo Pasal 1338 KUH Perdata bahwa pihak ketiga tidak 

dilibatkan secara langsung dalam perjanjian antara pihak kedua dengan bank, sehingga 

akan merugikan pihak kedua selaku debitur. Pemerintah harus memberikan 

perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan tindakan hukum dan harus 

membuat aturan yang signifikan atau lebih mengacu dalam perkreditan terhadap bank. 

Mengacu pada teori kebebasan berkontrak yang diartikan sebagai kebebasan para 

subjek hukum untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk 

menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian dan kebebasan untuk menentukan isi 

dan bentuk perjanjian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan deskriptif analitis, yaitu pada penelitian jenis ini, sering kali hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. 

Dikaitkan dengan kenyataan. Sedangkan data yang digunakan adalah jenis data bersifat 

kualitatif. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa (1) akibat hukum dari sebuah 

perjanjian pinjam nama yang mengakibatkan kredit macet dalam hal ini pihak yang 

dirugikan pihak kedua sebagai debitur yang mana namanya akan dimasukkan ke dalam 

catatan hitam oleh bank (blacklist). (2) belum adanya perlindungan hukum terhadap 

peminjam nama apabila terjadi kredit macet yang dilakukan pihak ketiga sehingga 

pihak kedua akan dirugikan dari perjanjian pinjam nama. 
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